
 

 

 

 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
 
 

PERATURAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2011  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

Menimbang 
 

: a. bahwa sehubungan dengan permohonan penambahan 
alokasi dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 
2012 dari Panita Pengawasan Pemilu (Panwaslu) 
Kabupaten, maka agar pelaksanaan pengawasan terhadap 

Pemilu dimaksud terselenggara dengan baik sesuai 
ketentuan yang berlaku,  perlu mengalokasikan kembali 

penambahan dana hibah Pemilu sesuai rencana kebutuhan 
biaya yang disampaikan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

penyediaan/penyesuaian belanja hibah Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan dengan 

menggunakan Belanja Tidak Terduga dan dapat dilakukan 
mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun 

anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk 
kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan; 
 
c. bahwa oleh karena kebutuhan belanja hibah Pemilu ini 

bersifat mendesak,  dan penggeseran anggaran dari Belanja 
Tidak Terduga ke Belanja Hibah tidak bisa menunggu 
dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, 

maka perlu melakukan perubahan atas Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2012; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

SALINAN 
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Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 
 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 4400); 
 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 
 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);  

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);  
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4719). 
 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tahun 2009; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah; 

 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 ); 

 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );  

 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
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Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 49 );  
 

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara  ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2011 Nomor 42 ); 

 
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 46 ); 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 
 
 

: 
 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 
 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 Nomor 46 ) diubah sebagai 

berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, khususnya pada angka 3) jenis 

Belanja Hibah dan angka 6) jenis Belanja Tidak Terduga, diubah dengan 
penggeseran, diuraikan sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

“ 2.  Belanja 
a.  Belanja Tidak Langsung 

3)  Belanja hibah 
semula dianggarkan Rp.   22.201.952.700,00 
bertambah sebesar Rp.        350.000.000,00 

berjumlah menjadi Rp.  22.551.952.700,00 
      

6)  Belanja tidak terduga  

semula dianggarkan Rp.    1.798.339.630,00 
digeser/berkurang sebesar Rp.       350.000.000,00 

berjumlah menjadi Rp.   1.448.339.630,00 
 
 

2. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, diubah 
sehingga selengkapnya Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.  
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3. Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, Sub Unit 
Organisasi Sekretariat Daerah, pada halaman 24 dan halaman 25, diubah 

sebagai berikut: 

a. Hibah kepada Panwaslu Daerah,  

semula    Rp. 1.356.567.500,-   
bertambah sebesar  Rp.    350.000.000,-  
sehingga menjadi  Rp. 1.706.567.500,- 

b. Pada bagian Penjelasan Bantuan Keuangan Kepala Desa,  tertulis Gaji 
dan Tunjangan Aparat Desa diubah menjadi Alokasi Dana Desa; 

c. Pada Jenis Belanja Tidak Terduga, 

semula   Rp. 1.798.339.630,- 
berkurang sebesar Rp.    350.000.000,- 

sehingga menjadi Rp. 1.448.339.630,- 

Rincian Perubahan Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, 
Sub Unit Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II halaman 28 dan halaman 29 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 2 April 2012  
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

 CAP / TTD 
 

      H.M. AUNUL HADI 
Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 2 April 2012  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA, 

 

 CAP / TTD 

H. RISNADY BAHARUDDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2012 NOMOR 6.-  


